
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMB I

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 4 \ TAHUN2020

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR
NOMOR51 TAHUN2017 TENTANGTUNJANGANPERUMAHAN

DANTUNJANGANTRANSPORTASIBAGIANGGOTA
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang: a. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui
apraisal secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3

tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;

b. bahwa penghitungan secara periodik terhadap
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah
dilakukan oleh kantor jasa penilai publik sehingga

pengaturan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 51 Tahun 2017 ten tang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

-------



Mengingat:

membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);


